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MOTTO

v" Hidup dan cinta adalah sesuaiu yang penuh keanehan
v" Hidup adalah penuh proses menuju puncak kehidupan berarti
v" Hidup adalah pilihan antara hidup berarti atau mati

v" Hidup adalah membentuk prestasi dan kesejatian diri



9. Meskipun dalam sistem fulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri
tersebut, bukan hurut awal kata sandangnya.

Contoh:

J gy Y et Lag -wama Muhammadun illa Rastl

o L C.}:) S J)\ O -inna awwala baitin wudi’a linnasi
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a.Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
_ Kasroh l I
) Dammah u u
Contoh:
g.a-'\{ - kataba A oY - yazhabu

Joo oswila €3 -iukim

b.Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

S .0 Fathah dan ya ai adanl
8. Fathah dan wawu  au adanu
Contoh:

S -kaifa d 98 _ haula
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin

¢ ...\..7 Fathah dan alif

Atau alif Maksurah
S Kasrah dan ya
9.7 Dammah dan wawu
Contoh:
J G - qala
el - rama

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta’ Marbutah hidup

Nama

a dengan garis diatas

I dengan garis di atas

u dengan garis di atas

- gila

- yaqulu

Ta’ Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, translitrasinya adalah

(h)

Contoh: >l -Talhah
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: 4| &5 4, -raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
itu.

Contoh:

L , rabbana

V"'; nu’imma
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “J «.

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang
yang diikuti cleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

J= - al-Rajulu

5 Jod) - al-Sayyidatu
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9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri
tersebut, bukan hurut awal kata sandangnya.

Contoh:

J gy Y dat Le 9 -wama Muhammadun illa Rasul

B Ll c.a e J j O -inna awwala baitin wudi’a linnasi
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ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan bahwa kewajiban
memberi nafkah dibebankan kepada suami, yaitu tercantum dalam pasal 80 ayat
(4). Di samping ketentuan tersebut, juga diatur ketentuan mengenai harta bersama.
Menurut pasal 1 huruf f KHI bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh
baik sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Konsekuensi
yang muncul dari harta bersama yaitu perbuatan hukum atas harta bersama harus
mendapat persutujuan kedua belah pihak dan pembagian atas harta tersebut
dilakukan secara berimbang. Jika ketentuan mengenai harta bersama dikaitkan
dengan kewajiban suami memberi nafkah maka dapat memunculkan persoalan
hukum tatkala isteri melakukan claim bahwa harta yang diberikan selama
perkawinan sebagai nafkah dimaknai sebagai harta bersama. Kemudian aturan
tersebut juga menunjukkan ketidakadilaan bagi suami karena di samping ia
berkewajibaan memberi nafkah ia juga terikat dengan ketentuan bahwa
pembagian harta bersama dilakukan secara berimbang.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif-yuridis
dengan bangunan teori holistik dan equal partner. Ketentuan-ketentuan normatif
yang tercantum dalam al-Qur’an dan hadis dan ketentuan yuridis yang tercantum
dalam KHI dikaji secara menyeluruh dan terpadu baik terhadap harta bersama
maupun nafkah. Setelah itu, dicari konsekuensi yuridis harta bersama terhadap
kewajiban suami memberi nafkah.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan tiga
konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah
yang bersifat pilihan. Pertama, tanggung jawab bersama suami isteri dalam
ekonomi keluarga. Kedua, pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan.
Ketiga, kompromi aturan harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah.

xviii




BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun
sosial. Dengan perkawinan yang sah. pergaulan laki-laki dan perempuan
terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhiuk
yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur
masalah perkawinan dengan teliti dan‘ terperinci, untuk membawa umat
manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannnya yang amat mulia di
tengah-tengah makhluk Allah yang lain.'

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam
[slam. Sebab di dalamnya mengatur tata-cara kehidupan keluarga2 yang
merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia
sebagai makhluk yang mulia.

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.3 Adanya perjanjian di sini
menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh
ketentuan-ketentuan agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press,
1999), him. 1.

? Penggunaan kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk
memudahkan penulis karena banyak referensi  yang menggunakan kedua kata tersebut dengan
maksud sama. Kcluarga di sini dimaknai sccara sempit yaitu orang seisi rumah, anak-isteri, batih.
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, cet. ke-2 (Bandung: Alumni, 1992), him.82.

3 Sayuti Th b, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. ke-5 (Yogyakata: Ul Press, 1986),
him. 47.



dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.” Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini sesuai dengan firman Allah:

S ey e 1S bl gl (Sl e (oS3l 0F LT
0y S pat) OLY S 3 0f a8 g

Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat
perkawinan sebagai perjanjian. Seorang laki-laki yang menjadi suami
memperoleh hak suami dalam keluarga. Begitupun seorang perempuan yang
mengikatkan diri menjadi isteri memperoleh hak sebagai isteri dalam keluarga.
Di samping itu, keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus
diperhatikan satu sama lain.

Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara.
Walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga.
Suami isteri mempunyai posisi dan peranan masing-masing. Superioritas dan
inferioritas adalah tidak ada dalam keluarga. Dominasi dalam keluarga harus
dilenyapkan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kerena di dalam
dominasi itu ada pengangkangan hak dan pengingkaran esksistensi.®

Suamij isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya

membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara

4 pasal 1
5 Al-Riim (30): 21.

® Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, cet. ke-1 (Bandung:
Mizan, 1997), him. 180.




timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan
yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.” Suami isteti harus
bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk
membangun keluarga yang harmonis dan tentram.®

I[slam mengajarkan prinsip adil dalam membina keluarga. Yang berarti
fungsi-fungsi keluarga harus diletakkan secara memadai. Dan fungsi paling
utama dalam keluarga yang harus ada adalah meletakkan fungsi keagamaan.’
Urgensitas fungsi keagamaan untuk diterapkan sebagai upaya membentuk
kehidupan keluarga yang sukses dan agamis. |

Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan sikap saling memahami
hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam
mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dimungkinkan akan muncul
banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan.
Bahkan peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar.

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat.
Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap

terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami isteri memikul

7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. ke-2
(Yogyakarta: Liberty, 1986), him. 96.

¥ Muhammad Thalib, 20 Rahasia lkatan Kejiwaan Suami Isteri, cet. ke-1 (Bandung:
Irsyad Baitus Salam, 2001), him. 46.

® Jalaludin Rahmat, Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus, cet. ke-12
(Bandung: Mizan, 2004), him. 122.




kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar
dari susunan suatu masyarakat.'’

Keluarga menjadi persoalan yang penting di dalam Islam. Dengan
eksistensi keluarga Islam yang bahagia dan sejahtera menjadikan bangunan
kekuatan Islam akan kokoh. Untuk itu, diperlukan suatu aturan di dalam
membentuk suatu keluarga agar tercipta tujuan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah
tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Agama
Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri
di dalam keluarga. Di antaranya adalah dalam persoalan nafkah. Allah

berfirman:

"yl B STy e85y O30 ey

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab
suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan
terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan
eksistensi sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad

perkawinan dilakukan. 12

' Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara,
1996), him. 187-188.

"' Al- Baqarah (2): 233.

'2T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Figih Islam Mempunyai Daya Elastis. Lengkap, Bulat dan
Tuntas, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him. 105.




Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam"® di
Indonesia,'* mengatur juga mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk
keperluan hidup keluarga.'® Keberadaan nafkah tentunya sangat penting dalam
membangun keluarga. Jika dalam keluarga nafkah tidak terpenuhi, baik itu
nafkah untuk isteri maupun anak-anaknya, dapat menimbulkan
ketidakharmonisan dan ketidakberhasilan aalam membina keluarga.

Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan
kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan
perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta
suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan
dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya.'®

Konsep harta bersama diakui dalam KHI. Hal ini menimbulkan adanya
hak dan kewajiban antara suami dan isteri terhadap harta bersama. Dan

perbuatan hukum terhadap harta bersama haruslah mendapat persetujuan dari

kedua belah pihak.

Y Kata “hukum Islam” diartikan sebagai hasil ijtihad yang kemudian disebut figh.

Sedangkan kata syari’ah semula mencakup segala aspek kehidupan (berupa akidah, hukum, dan
akhlak), kemudian mengalami reduksi dan hanya yang berkaitan dengan perilaku manusia; namun
masih tetap apa yang datang dari Allah. Dalam perkembangannya juga mengalami reduksi arti
sehingga pada akhirnya syari’ah juga sering dipahami identik dengan figh. A. Qodri Azizy,
Eklektisisme Hukum Nasional, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), him. 48-54.

" Cik Hasan Basri, (ed. dan pen.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam

Sistem Hukum Nasional. cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), him. 27.

5 pasal 80 ayat (4).

16 pasal 86.



Ketentuan mengenai hartz bersama dalam KHI maupun Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia
tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Di Jawa Timur disebut
dengan gono gini, di Minangkabau disebut harta suarang, di Banda Aceh
disebut hareuta seuhareukat."

Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam
ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama
siapa pun.'®

Al-Qur’an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan
tegas bahwa harta benda vang diperoleh suami selama perkawinan
berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas
nafkah yang diberikan suami."?

Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu
persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang
mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta
bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan
bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan

suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan

kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau

' Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000),
him. 211.

"% pasal | huruf f.

" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan, him. 66.
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D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang
harta bersama dan nafkah, tetapi dibahas secara terpisah. Pertama, skripsi
Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun
1974). Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta bersama dalam
Undang-undang Ne¢. 1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas,
pandangan hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam Undang-undang
No. | Tahun 1974, dan reievansi posisi harta bersama dalam Undang-undang
No. 1 Taﬁun 1974 dengan dinamisasi hukum Islam.?’

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) posisi harta
bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai sarana
penyatuan istilah yang materinya telah diakui dan ditaati oleh masyarakat
sebagai suatu lembaga hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuan
untuk menegakkan keadilan dan sistem pengendalian sosial untuk mencapai
ketertiban dan kepastian hukum; (2) dalam hukum Islam, posisi harta bersama
dalam Undang-undang No.! Tahun 1974 adalah sebagai sarana yang wajib
adanya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap ketentuan harta
bersama; dan (3) dinamisasi hukum Islam sangat relevan dengan posisi harta
bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sebab dinamisasi hukum

Islam merupakan upaya agar kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat

2 Basas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun
1974),” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), him. 6.
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belah pihak dan mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak, ditarik
kembali sesuai dengan bawaan semula.?

Ketiga, skripsi Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif). Skripsi tersebut membahas
tentang posisi harta benda seorang isteri yang diperoleh selama dan sesudah
terjadinya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
menurut hukum Islam serta hak kebendaan mutlak isteri dalam hukum Islam.?*

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) dalam Undang-
undang Perkawinan, hak kebendaan isteri dalam status perkawinan hanya
meliputi hak nafkah, tempat tinggal dan hak penguasaan terhadap harta
miliknya. Sedangkan dalam hukum Islam, selain isteri mempunyai hak-hak
yang tersebut dalam Undang-undang Perkawinan, ada juga hak lain yaitu
berupa mahar dari suami; (2) hak keberdaan isteri sesudah terjadinya
perceraian, baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam hukum
Islam meliputi hak nafkah selama masa iddah. hak atas pemeliharaan anak dan
hak atas harta bersama dan (3) dalam hal putusnya perkawinan karena
kematian suami, Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan apakah janda
tersebut mempunyai hak natkah (biaya hidup) selama masa iddah atau tidak.?*

Keempat, skripsi Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah

terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI. Skripsi tersebut membahas

2 Ibid., him. 49.

* Dwi Ambar Suryaningsih, “Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif),” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1994). him. 4.

2 Ibid., him. 88-89.
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mengenai pandangan KHI tentang pembebasan nafkah terhadap kedudukan
suami isteri sekaligus pandangan ulama tentang masalah tersebut.*®

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) secara implisit,
KHI membolehkan pembebasan kewajiban nafkah suami terhadap isterinya,
jika suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya dengan cara
pembebasan dari pihak isteri ke suami (pasal 80 ayat 6). Hal ini digiyaskan
kepada pembebasan dari mengadakan giliran suami terhadap isterinya, atas
kerelaan isterinya. Pasal lain yang mendukung yaitu pasal 93, jika harta suami
tidak ada maka isteri ikut membantu melunasinya, diperkuat dengan prinsip
hubungan suami isteri yang menekankan agar hubungan pernikahan
berdasarkan kejiwaan dan antara keduanya harus saling membantu,
melengkapi kekurangan masing-masing yang terdapat dalam pasal 77 ayat (2).
Dan (2) mengenai akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri kalau
melihat alasan yang dikemukakan penafsir KHI, bahwasannya suami sebagai
kepala keluarga karena alasan fungsional berdasarkan asas kodrati biologis,
maka berdasarkan logika terbalik, jika fungsi itu tidak dijalankan suami,
kepemimpinan suami akan gugur karena illat suami menjadi kepala keluarga
adalah karena faktor nafkah yang ditunaikan suami kepada isteri. Jika alasan
kepemimpinan itu tidak ada, maka akan gugur sifat kepemimpinan pada suami

dari segi ekonomi, sehingga kepemimpinan berhak berada pada isteri.

% Agus Himawan, “Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan

Suami Isteri dalam KHI,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), him. 4.
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Sedangkan dalam keunggulan yang lain (fisik dan psikis) tetap dimiliki oleh
suami karena KHi mendasarkan pula pada asas kodrati alamiah biologis.?’

Kelima, skripsi Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan
Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi tersebut
membahgs mengenai peranan wanita pekerja dalam meningkatkan ekonomi
rumah tangga, dampak yang muncul dan pandangan hukum Islam mengenai
peranan wanita pekerja.2®

Hasil yang dicapai dari skripsi tersebut adalah (1) pada hakekatnya
peranan wanita pekerja hanya bersifat menambah penghasilan dalam
meningkatkan ekonomi rumah tangga; (2) dampak peranan wanita (isteri)
pekerja dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keadaan keharmonisan
rumah tangga itu sendiri, dengan menyesﬁaikan kemampuan dan ketrampilan
yang dimilikinya; dan {3) pada dasarnya hukum bagi wanita pekerja itu tidak
dilarang, asal saja memenuhi ketentuan Islam. Dan selama pekerjaan tersebut
dilakukan dalam suasana terhormat dan tidak untuk kepentingan pribadi.?

Skripsi Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban
Suami Memberi Nafkah dalam KHI ini tentu berbeda dengan tulisan-tulisan
yang sudah ada. Di sini penulis akan membahas tentang konsekuensi yuridis
harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam

KHI disertai analisis terhadapnya.

77 Ibid., him. 79-80.

%8 Abdul Syukur, “Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga
Ditinjau dari Hukum Islam,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga (1996), him. 11.

2 Ibid., him. 109,
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E. Kerangka Teoretik

Bangunan pemikiran dalam skripsi ini adalah menggunakan teori
holistik dan teori equal partner. Menurut Fazlur Rahman, teori holistik adalah
memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyatu tanpa
terpisahkan.”® Sedangkan menurut Scanzoni dan Scanzoni, teori equal partner
mempunyai ciri-ciri yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara
suami isteri, suami isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk
berkembang, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan
secara spesifik perkembangan individu sangat diperhatikan.®'

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka kedua teori tersebut
digunakan untuk melakukan pemahaman secara menyatu dan terpadu terhadap
ketentuan-ketentuan normatif dan yuridis yang berkaitan dengan harta
bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah diselaraskan
dengan prinsip kesejajaran antara suami isteri dalam keluarga.

Titik tekan dalam skripsi ini adalah konsekuensi yuridisnya. Sehingga
diperlukan pembacaan secara cermat dan menyeluruh terhadap pandangan
fugaha’ terlebih terhadap pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam
dan perundang-undangan lain. Dari pembacaan tersebut diharapkan akan
diperoleh jawaban dari pokok masalah.

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkawinan yang sah akan

menimbulkan akibat hukum. Implikasinya suami isteri mempunyai hak dan

% Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Academia dan Tazzafa, 2004), him. 118.

3UIbid., him. 138.
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beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan
nafkah.*

Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UUP) menyebutkan, “Suami isteri harus mempunyai tempat
tinggal kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.”

Pasal 34 disebutkan, ayat (1), “Suami wajib melindungi isterinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan
kemampuannya.” Ayat (2), “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga
sebaik-baiknya.” Ayat (3), “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Ketentuan pasal-pasal di atas yang terlihat secara langsung berbicara
tentang nafkah adalah pasal 34 ayat (1) yakni dengan menyebut, suami wajib
memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.”’

Aturan mengenai nafkah dalam KHI lebih rinci dibandingkan UUP.
Pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan, “Sesuai dengan penghasilannyé suami
menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya
rumah tangga, biaya perawatan dan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
(c) biaya pendidikan bagi anak.” Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa

KHI menempatkan beban pemenuhan nafkah pada suami.

% Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1),
(Academia dan Tazzafa, 2004), him. 188.

7 Ibid., him. 189.
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Pengaturan nafkah dalam KHI menimbulkan suatu persoalan tatkala
dikaitkan dengan pengakuan konsep harta bersama. Dengan melihat pasal 1
huruf (f)‘KHI, harta bersama dirumuskan sebagai harta yang diperoleh baik
secara sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan
perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.
Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan
bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Dan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.*®

Ketentuan dua pasal tersebut ménunjukkan bahwa kualifikasi yang
dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa
perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah,
maka otomatis menjadi harta bersama dengan merujuk pada terminologi harta
bersama yang ada dalam KHI. Tetapi, KHI memberikan batasan bahwa harta
yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-
masing selama dimaksudkan untuk itu.*

Sementara itu, di dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang dapat
dikemukakan tentang harta bersama, yaitu: (1) Tidak dikenal harta bersama
dalam lembaga Islam kecuali dikenal dengan syirkah. Pendapat ini didasarkan
bahwa dalam Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan isteri
karena perkawinan. (2) Ada harta bersama antara suami dan isteri menurut

hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur dalam Undang-

8 Pasal 36 ayat (1).

% Pasal 87 ayat (1).
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undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum
Islam.*

Jika dicermati, ketentuan mengenai harta bersama dan kewajiban suami
memberi nafkah dalam KHI terlihat tidak koheren. KHI merumuskan harta
bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan yang sah tetapi tidak
menyebutkan harta jenis apa yang bisa digunakan untuk pelaksanaan
kewajiban suami memberi nafkah dan bagaimana posisi suami isteri dalam
pemenuhan ekonomi keluarga. Hal ini dapat menimbulkan aturan yang penuh
penafsiran dan tidak pasti. Padahal hukum bertujuan menjamin adanya
kepastian hukum dalam masyarakat dan bersendikan keadilan.*' Jika suatu
ketentuan tidak koheren dan pada akhirnya menunjukkan kontradiksi,
seharusnya ada pembaharuan hukum demi arti penting hukum itu sendiri.

Untuk itu, teori holistik dan teori equal partner sangat diperlukan
untuk memecahkan persoalan yang muncul dari ketentuan mengenai harta
bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Dengan melakukan
pemahaman yang menyatu dan menyeluruh terhadap ketentuan normatif
maupun yuridis sekaligus dikaitkan dengan prinsip kesejajaran suami isteri
dan prinsip-prinsip dalam perkawinan diharapkan mampu memperoleh

problem solving terhadap persoalan tersebut.

“* Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara

Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him.
29-33.

' C.S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8 (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989), him. 40-41.




18

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis
penelitian pustaka (library research), yaitu suatu jenis penelitian yang di
dalam memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-
bahan pustaka. Penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka
karena data yang diperlukan berasal dari bahan-bahan pustaka baik berupa
buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Setelah data terkumpul
dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah harta bersama dan nafkah
secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok
masalah tentang konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan
kewajiban suami memberi nafkah serta dianalisis konsekuensi yuridisnya.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk
mengetahui ketentuan mengenai nafkah dan harta bersama dengan
melandaskan pada ketentuan nas serta pendapat ulama dan para sarjana
dalam buku-buku figh yang membahas persoalan tersebut. Sedangkan
pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui konsekuensi yuridis antara

harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI
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dengan melandaskan aturan-aturan yang ada di dalamnya dan dengan
merujuk ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.
4. Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, maka data yang
dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai tulisan yang
memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penulis
mempertajam analisis dari data yang diperoleh dan membahas secara
mendalam tentang problem-problem yang muncul dari ketentuan normatif

maupun yuridis.
G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan
skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari enam sub bab:
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan , telaah’pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tihjauan umum seputar harta bersama dan nafkah.
Bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang harta bersama
yang meliputi: pengertian, dasar hukum, ruang lingkup dan wujud, tanggung
jawab suami isteri dan hak suami isteri. Sub bab kedua berbicara tentang

nafkah yang meliputi: pengertian, sebab-sebab yang mewajibkan, dasar
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hukum, éyarat-syarat berhak menerima, macam-macam, kadar serta nafkah
menurut pandangan fugaha’ dan nafkah menurut perundang-undangan.}

Bab ketiga, berbicara tentang pelaksanaan kewajiban suami memberi
nafkah dikaitkan dengan harta bersama dalam KHI. Bab ini mencakup: hak
dan kewajiban suami isteri, latar belakang pengaturan harta bersama dan
kewajiban suami memberi nafkah, suami memberi nafkah dari harta bersama
dan suami memberi nafkah dari harta pribadinya.

Bab keempat, yaitu analisis tentang konsekuensi yuridis harta bersama
terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI. Bab ini mencakup:
kewajiban nafkah atas suami dan konsekuensi yuridisnya.

Bab kelima, merupakan penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai

konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah

dalam KHI, dapat disimpulkan:

l.

Penunaian kewajiban suami memberi nafkah dapat dilakukan dengan
menggunakan harta pribadinya dan iatau dengan harta bersama dalam
pengertian harta yang diperoleh suami selama perkawinan yang sah.
Ketentuan nas yang berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah
haruslah dipahami dengan mencermati konteks nas, konteks sosial yang
berkembang, hak dan kewajiban suami isteri, pola kepemimpinan dalam
keluarga dan prinsip-prinsip perkawinan sehingga akan diperoleh
pemahaman yang komprehensif dan integral.

Penggunaan teori holistik dan equal partner dalam diskursus harta
bersama dan nafkah memunculkan tiga konsekuensi yuridis harta bersama
terhadap kewajiban suami memberi nafkah yang bersifat pilihan. a.
Tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga. Alasannya
adalah 1) bahwa ketentuan harta bersama menunjukkan bahwa suami isteri
sama-sama mempunyai peranan penting dalam ekonomi keluarga.
Buktinya yaitu adanya ketentuan bahwa perbuatan hukum atas harta
bersama berdasarkan kesepakatan suami isteri dan masing-masing suami

dan isteri mempunyai bagian yang sama apabila terjadi putusnya
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perkawinan. 2) Jika definisi harta bersama menjadikan seluruh harta yaﬁg
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka secara yuridis
menimbulkan persoalan hukwn tatkala isteri menuntut bahwa harta yang
diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah
adalah harta bersama. b. Pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan.
Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi
kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara
penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan. c.
Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini
dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam pasal 80 KHI
mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah yaitu harta

pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

B. Saran-Saran

1.

Hendaknya pemahaman terhadap nas dilakukan secara menyeluruh agar
apa yang dihasilkan dapat diterapkan dalam dataran praktis dan tidak
hanya sampai pada dataran ideologis saja.

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga

kepada pembentuk aturan hukum agar dapat merumuskan kembali aturan

mengenai kewajiban suami memberi nafkah dan harta bersama. Dan
diharapkan kepada semua pihak agar mencermati, mengkritisi dan
memberikan tawaran solusi terhadap berbagai permasalahan hukum agar
suatu aturan hukum dapat mencerminkan asas kepastian hukum, asas

keadilan dan kemanfaatan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
DAFTAR TERJEMAH

No | Halaman | Font nnte | Terjemah

BAB I

1 2 5 Dan di antara tanda-ianda kekuasaan-Nya ialah
dia  menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
di ataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikiann itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2 4 11 Dan Kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara yang
ma’ruf.

3 14 32 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka.

4 14 33 Dan Kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara yang
ma’ruf.

5 14 34 Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin. '

6 14 35 Dia memberi makan apabila dia makan, dia
memberi pakaian jika ia berpakaian, dan dia
tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-
jelekkannya dan tidak mengucilkannya, kecuali
masih dalam rumah.
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T BABII B

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka.

Dan bergaulah dengan mereka secara patut,
kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak.

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil
dari kamu perjanjian yang kuat.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang
lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
dia. menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
di ataramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya
pada yang demikiann itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah Berfirman, “ Aku adalah yang ketiga di
antara dua orang yang bersekutu, sepanjang salah
satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya
(sekutunya) , maka jika berkhianat, (Allah)
keluar dari keduanya.

Dan para ibu hendaklab menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan  penyusuan. Dan
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80

85

kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.

Dia memberi makan apabila dia makan, dia
memberi pakaian jika ia berpakaian, dan dia
tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-
jelekkannya dan tidak mengucilkannya, kecuali
masih dalam rumah.

Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu
dengan wajar.

Setiap orang yang menahan hak orang lain atau
kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab
memberi nafkah kepadanya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.

Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu
dengan wajar.
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BAB III

Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu
adalah pakaian bagi mereka.

Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat
kepada Allah lagi memlihara diri ketika
suaminya tidak ada oleh karena Allah telah
memelihara (mereka).

BAB IV

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.

Dan tolong menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Setiap kamu adalah pemimpin dan dimintai
pertanggungjwaban dari kepemimpinannya. Dan
Imam (penguasa) adalah pemimpin dan dimintai
pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.
Dan  laki-laki  adalah pemimpin  dalam
keluarganya dan dimintai pertanggungjawaban
dari kepemimpinannya. Dan Perempuan adalah
di rumah suaminya dan dimintai
pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itu.

Dan urusan mereka (diputuskan) dengan
mugyawarah antarq mereka

v
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tahun) dengan gelar Al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengn
doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ula kontemporer Mesir
yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan figh Islam. Karya
monumental yang dihasilkan di antaranya: Figh al-Sunnah, Al-Aqaid fi al Islam,
Da'wah al-Islam dan Islamuna.
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CURICULUM VITAE

1. Nama : Alamsyah
2. TTL : Banyuwangi, 27 Juli 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Pancursari Rt 04/3 Benculuk Cluring Banyuwangi Jatim
5. Nama Orang Tua

Ayah : Abu Amin

Ibu : Musiyati
6. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani/Swasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

7. Alamat Orang Tua : Pancursari Rt 04/3 Benculuk Cluring Banyuwangi Jatim

Pendidikan:
1. Madrasah Ibtida’iyah Pancursari lulus tahun 1995.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Srono lulus tahun 1998.
3. Progam Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember lulus tahun
2001. *
4. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, selesai tahun 2005.
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